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ABSTRAK 
Pendidikan nilai moral sebagai pemecah masal atau isu-isu Global antara lain 
pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), fenomena kekerasan, dan penyalahgunaan narkotika. 
Yang sekarang ini marak terjadi disemua negara. Banyak langkah-langkah melalui pendidikan 
nilai moral, melalui perbandingan antar negara, teori nilai moral, pendekatan, metode dan tekhnik 
pendidikan nilai moral. Solusi tersebut sangat diharapkan untuk menyelesaikan masalah dan isu-
isu didalam tatanan global. 
Kata Kunci: pendidikan nilai moral, globalisasi 
 
PENDAHULUAN 
Kehidupan manusia semakin 
kompleks. Kompleksitas mengemuka 
dalam tatanan global yang ditandai 
dengan munculnya berbagai masalah 
dan isu-isu global seperti pelanggaran 
hak-hak asasi manusia (HAM), 
fenomena kekerasan, dan 
penyalahgunaan narkotika. Hal ini 
menuntut adanya pemikiran yang 
berkaitan dengan sistem pendidikan 
yang cocok untuk menjawab 
permasalahan tersebut. Di samping itu, 
revolusi teknologi telekomunakasi dan 
transportasi menghadirkan sejumlah 
kemudahan untuk melakukan aktivitas 
kehidupan di segala bidang. Kerjasama 
dalam bidang ekonomi, politik, 
kebudayaan dan militer dijalin tanpa 
dibatasi oleh jarak antarwilayah negara. 
Di lain hal, globalisasi dapat melahirkan 
kompetisi yang kurang sehat. Dengan 
kata lain kompleksitas global memiliki 
banyak keuntungan bagi yang kuat, 
tetapi sebaliknya keadaan itu dapat 
menghancurkan kehidupan bangsa yang 
kalah bersaing. 
Oleh karena itu, keutuhan hidup 
dan sistem kehidupan manusia, baik 
secara lokal, regional, nasional maupun 
internasional, perlu diwujudkan nilai-
nilai universal (misalnya: nilai 
kebenaran, kejujuran, kebajikan, 
kearifan, dan kasih sayang) secara 
seksama, sehingga tercipta kehidupan 
yang damai, yang merupakan “titik 
balik” peradaban manusia yang 
mewakili tumbuhnya kesadaran baru 
dalam kehidupan yang sarat nilai. 
Pemikiran Toffler (1971) 
mengenai “Think globally act locally” 
yang dikutip oleh Mulyana (2004: 224) 
menggambarkan adanya dua aspek 
penting yang perlu diberdayakan secara 
terpadu dan berkesinambungan dalam 
pembentukan karakter bangsa melalui 
pendidikan. Pendidikan dituntut untuk 
memiliki wawasan pemikiran ke depan 
dan mampu membaca peluang dan 
tantangan global. Di samping itu, harus 
mampu memelihara perilaku etik 
pribumi yang harus dipertahankan sesuai 
dengan keanekaragaman dan keunikan 
yang dimiliki. 
Sastrapratedja (dalam K. 
Kaswardi, 1993: 3) menyatakan bahwa 
untuk menjadikan suatu bangsa 
berpredikat ganda seperti itu, tidak 
hanya memerlukan pengembangan ilmu, 
keterampilan, dan teknologi, tetapi juga 
memerlukan pengembangan aspek-
aspek lainnya, seperti kepribadian dan 
etik-moral. Kesemuanya itu dapat 
disebut dengan pengembangan 
pendidikan nilai. Yang dimaksud 
pendidikan nilai di sini adalah 
penanaman dan pengembangan nilai-
nilai dalam diri seseorang baik nilai-nilai 
personal maupun nilai sosial. 
Pengembangan pendidikan nilai itu tidak 
sekedar melalui program atau pelajaran 
khusus, tetapi dijadikan suatu dimensi 
dalam seluruh usaha pendidikan. 
Di samping itu, sistem nilai 
merupakan sekelompok nilai yang saling 
berkaitan, saling menguatkan dan tidak 
terpisahkan, seperti nilai-nilai yang 
bersumber dari agama atau tradisi 
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humanistik. Ruang lingkup klasifikasi 
nilai mencakup nilai (i) terminal dan 
instrumental, (ii) instrinsik dan 
ekstrinsik, (iii) personal dan sosial, (iv) 
subjektif dan objektif. Kategorisasi nilai 
meliputi enam klasifikasi nilai dan enam 
dunia makna. Klasifikasi nilai mencakup 
nilai teoretik, ekonomis, estetik, sosial, 
politik, dan agama. Dunia nilai 
mencakup simbolik, empirik, estetik, 
sinoetik (suatu analog hubungan secara 
interpersonal dan transcendental), etik, 
dan sinoptik (Mulyana, 2004: 26-38). 
Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi 
pada nilai terminal dan nilai 
instrumental. 
Menurut Rokeach (1973) (dalam 
Mulyana, 2004: 27), nilai instrumental 
meliputi bercita-cita keras, berwawasan 
luas, berkemampuan, ceria, bersih, 
bersemangat, pemaaf, penolong, jujur, 
imajinatif, mandiri, cerdas, logis, cinta, 
taat, sopan, tanggung jawab, dan 
pengawasan diri. Nilai terminal meliputi 
hidup nyaman, hidup bergairah, rasa 
berprestasi, rasa kedamaian, rasa 
keindahan, rasa persamaan, keamanan 
keluarga, kebebasan, kebahagiaan, 
keharmonisan diri, kasih sayang yang 
matang, rasa aman secara luas, 
kesenagan, keselamatan, rasa hormat, 
pengakuan social, persahabatan, dan 
kearifan. Secara hierarkhis nilai 
instrumental berfungsi sebagai nilai 
perantara yang akan berujung pada nilai 
akhir atau terminal yang bersifat 
inheren, tersembunyi di belakang nilai 
instrumental. 
Nilai instrumental dan nilai 
terminal dapat ditanamkan melalui 
pendidikan nilai moral bagi setiap jenis 
dan jenjang pendidikan; terutama untuk 
pendidikan dasar dan menengah. 
Tentunya pendidikan nilai moral 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
masing-masing negara berdasarkan 
ideologi yang dianutnya. Dengan 
demikian, sebagai salah satu solusi 
perikehidupan manusia yang dibangun 
berdasarkan pandangan hidup sistemik 
dan utuh; tidak parsial-individual. 
 
 
PEMBAHASAN 
1. Isu Pendidikan Nilai Moral di 
Beberapa Negara 
Di bawah ini akan dibahas isu 
pendidikan nilai moral yang terjadi di 
empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, 
India, dan Cina. Empat negara itu dapat 
mewakili karakteristik bangsa dengan 
latar belakang ideologi yang berbeda. 
Indonesia merupakan negara Pancasila 
yang mayoritas Islam, India merupakan 
negara federal yang tetap 
mempertahankan nilai-nilai agama 
sebagai nilai universal. Malaysia 
merupakan representasi negara yang 
memiliki bangsa mayoritas Islam 
sebagaimana negara Indonesia, 
sedangkan Cina merupakan perwakilan 
negara sosialis komunis. 
Uraian singkat ini dimaksudkan 
untuk memberikan pemahaman bahwa 
karakteristik keempat negara itu 
berbeda, khususnya jika dilihat 
berdasarkan ideologinya karena 
perbedaan ideologi itu di antaranya 
berpengaruh terhadap sistem pendidikan 
nilai. 
 
a. Indonesia 
Pendidikan nilai di Indonesia 
disadari atau tidak masih belum banyak 
menyentuh pemberdayaan dan 
pencerahan kesadaran dalam perspektif 
global. Persoalan pembenahan 
pendidikan masih terpaku pada 
kurikulum nasional dan lokal yang 
belum pernah tuntas. Di sisi lain juga 
adanya pandangan yang terlalu 
simplistik mengenai pendidikan nilai 
sebagai wahana penyadaran nilai-nilai 
yang sektariansubjetif dan belum banyak 
menyentuh nilai universal-objektif. 
Menurut Sudarminta (dikutip S. Belen, 
2004: 9).  
Praktik yang terjadi mengenai 
sistem pendidikan nasional era Orde 
Baru terutama pendidikan nilai hanya 
mampu menghasilkan berbagai sikap 
dan perilaku manusia yang nyata-nyata 
malah bertolak belakang dengan apa 
yang diajarkan. Dicontohkan bagaimana 
pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan 
agama dua jenis mata pelajaran tata nilai 
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yang ternyata tidak berhasil 
menanamkan sejumlah nilai moral dan 
humanisme ke dalam pusat kesadaran 
siswa. 
Hasil penelitian Afiyah, dkk. 
(2003), menyatakan bahwa kelemahan 
pendidikan agama antara lain terjadi 
karena materi pendidikan agama Islam, 
termasuk bahan ajar akhlak, cenderung 
terfokus pada pengayaan pengetahuan 
(kognitif), sedangkan pembentukan 
sikap (afektif) dan pembiasaan 
(psikomotorik) sangat minim. Dengan 
kata lain, pendidikan agama lebih 
didominasi oleh transfer ilmu 
pengetahuan agama dan lebih banyak 
bersifat hafalan tekstual, sehingga 
kurang menyentuh aspek sosial 
mengenai ajaran hidup yang toleran 
dalam bermasyarakat dan berbangsa. 
 
b. India 
Pendidikan nilai di India tampak 
lebih populer dibandingkan dengan di 
negara lain. Dalam pendidikan nasional 
India, pendidikan nilai dikembangkan 
sebagai usaha untuk meningkatkan 
kesadaran nilai ilmiah, sosial, dan ke 
warganegaraan yang tidak secara khusus 
dikembangkan melalui satu sudut 
pandangan agama. Ini tidak berarti 
mengabaikan pentingnya pendidikan 
agama sebagai kekuatan dalam 
membangun karakter bangsa, melainkan 
untuk menempatkan pendidikan nilai 
dalam konteks pemahaman nilai agama 
yang universal (Mulyana, 2004: 230). 
Bagi sekolah swasta, baik dalam 
komunitas Kristen maupun Islam, nilai 
agama menjadi prioritas pengembangan 
nilai. Berbeda halnya sekolah negeri, 
agama ditempatkan pada area nilai-nilai 
yang mengandung kebenaran untuk 
semua pihak. Ruang lingkup pendidikan 
nilai meliputi 1) pendekatan dan 
metodologi pendidikan nilai pada 
tingkat dasar dan menengah, 2) untuk 
tingkat dasar program lebih 
dititikberatkan pada pengindentikasian 
nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada 
siswa dengan strategi dan teknik yang 
tepat, 3) pengembangan konseling 
melalui pendekatan agama, 4) program 
pengembangan afektif bagi para 
instruktur pelatihan guru. 
 
c. Malaysia 
Pendidikan nilai dilakukan di 
sekolah dasar dan pengembangannya 
dilakukan secara langsung dan tidak 
langsung. Secara langsung pendidikan 
nilai diajarkan melalui pendidikan moral 
dan mata pelajaran agama, sedangkan 
pendidikan nilai yang tidak secara 
langsung dikembangkan melalui 
sejumlah mata pelajaran lainnya, seperti 
program pendidikan kewarganegaraan 
dan melalui kegiatan kokurikuler. 
Silabus pendidikan nilai untuk sekolah 
dasar berupa kebersihan badan dan 
pikiran, empati, sikap tidak berlebihan, 
bersyukur, rajin, jujur, adil, kasih 
sayang, hormat, keharmonisan sosial, 
kesederhanaan, dan kebebasan. 
Meski cukup konsisten dalam 
mengembangkan nilai, moral, norma, 
etika, estetika melalui pendidikan 
formal, sistem pendidikan di Malaysia 
masih dihadapkan pada beberapa 
kendala. Di antaranya, 1) nilai masih 
banyak diajarkan melalui pendekatan 
pembelajaran yang preskriptif, sehingga 
kurang memberikan kebebasan kepada 
peserta didik untuk memilih dan 
menentukan nilai, 2) alat evaluasi yang 
sesuai dengan kebutuhan, khususnya 
untuk mengembangkan teknik-teknik 
pengamatan perilaku, belum terjabarkan 
dengan jelas, 3) cara-cara pencatatan 
dan pelaporan pembelajaran nilai masih 
belum dilakukan secara konsisten oleh 
guru, dan 4) pandangan guru, orang tua, 
dan masyarakat masih menempatkan 
kognisi sebagai aspek yang lebih penting 
daripada aspek afeksi (Mujlyana, 2004: 
237). 
 
d. Cina 
Dalam tradisi Cina, pendidikan 
memiliki hubungan erat dengan 
kewajiban moral. Tradisi ini 
menempatkan pendidikan nilai sebagai 
bagian penting dalam percaturan 
pendidikan. Walaupun demikian, dalam 
perkembangannya, pendidikan nilai 
dihadapkan pada beberapa tantangan 
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berikut. Harapan masyarakat dan orang 
tua siswa akan kemampuan akademik 
diandalkan dapat memacu konsentrasi 
peningkatan akademik yang kemudian 
berakibat tergesernya pengembangan 
sentimental, perasaan, dan moralitas. 
Walaupun sekolah memilki tanggung 
jawab yang besar dalam 
mengembangkan kepribadian siswa, hal 
itu kurang didukung oleh kerjasama 
yang erat antara sekolah, keluarga, dan 
masyarakat. Banyak guru yang kurang 
memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan pendidikan nilai. Di 
beberapa sekolah di jumpai adanya 
kesenjangan antara apa yang seharusnya 
dilakukan dan apa yang benar-benar 
terjadi dalam proses pendidikan. 
Untuk mengatasi berbagai 
persoalan di atas, pemerintah Cina 
mengambil beberapa kebijakan berikut. 
Pertama, pendidikan moral dimasukkan 
ke dalam kurikulum sekolah dasar dan 
diajarkan sekali dalam seminggu.  
Kedua, sejumlah peraturan telah 
disusun dan disebarluaskan untuk 
menjamin terjadinya pembentukan 
kebiasaan, sikap, dan cara hidup siswa 
yang diharapkan. Ujudnya tata tertib 
perilaku anak usia sekolah dasar, dan 
tata tertib anak usia sekolah menengah.  
Ketiga, untuk memobilisasi dukungan 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan moral di sekolah, pemerintah 
pusat mengeluarkan kebijakan resmi 
akan pentingnya pengembangan moral 
dan afeksi anak usia sekolah dasar.  
Keempat, dengan kebijakan resmi 
pemerintah, sekolah didorong untuk 
memperbarui dan memodifikasi tujuan 
pendidikannya. Kelima, guru didorong 
untuk menggunakan pendekatan 
pembelajaran yang mampu mengangkat 
pengalaman kehidupan sehari-hari 
(Mulyana, 2004: 237-238).  
Tampaknya, pendidikan nilai 
moral yang dilaksanakan di empat 
negara tersebut (Indonesia, Malaysia, 
India, dan Cina) memiliki persamaan 
dan perbedaan. Hal itu terjadi karena 
masing-masing negara memiliki ideologi 
yang berbeda. Pendidikan nilai moral 
pada jenjang pendidikan dasar 
menunjukkan beberapa kesamaan. 
Fokus pendidikan nilai moral pada 
jenjang pendidikan tersebut berkaitan 
dengan nilai tata kepribadian diri dan 
tata hidup berbangsa dan bernegara. 
Lebih lanjut, pendidikan nilai moral di 
empat negara tersebut sama-sama 
dihadapkan pada berbagai persoalan, 
baik yang pendidikan nilai moralnya 
terencana dan terprogram dalam 
kurikulum maupun yang tidak. Akan 
tetapi, pendidikan nilai moral pada 
hakikatnya inheren dalam setiap mata 
pelajaran. Ada pula pendidikan nilai 
moral yang lebih diarahkan pada 
pendidikan agama dan pendidikan 
kewarganegaraan. 
 
2. Dimensi Pendidikan Nilai Moral 
Dalam rangka mengkaji 
pendidikan nilai moral secara luas, 
berikut ini dikemukakan pula 
pembahasan mengenai perkembangan 
moral, pendidikan nilai moral, dan 
strategi pendidikan nilai moral. 
 
a. Teori Perkembangan Moral 
Dewasa ini, psikolog dan 
sosiolog banyak membahas nilai-nilai 
moral dalam kaitannya dengan 
perkembangan dan pendidikan anak. 
Pembahasan itu bertolak dari anggapan 
bahwa tidak ada prinsip moral yang 
universal (kecuali moral agama) dan 
tetap atau tidak berubah-ubah. Pada 
dasarnya setiap pribadi memperoleh 
nilainya sendiri dari kebudayaan 
eksternal. Nilai moral merupakan 
penilaian terhadap tindakan yang 
umumnya diyakini oleh anggota 
masyarakat tertentu sebagai yang salah 
atau benar (Berkowitz, 1964; dikutip 
Muhaimin, 2001: 215).  
Definisi itu mencerminkan 
pandangan bahwa nilai moral bersifat 
relatif. Para ahli lain memandang bahwa 
perkembangan moral dan bentuk-bentuk 
sosialisasi lainnya sebagai keseluruhan 
proses, di mana seorang pribadi lahir 
dengan banyak kemungkinan tingkah 
laku aktual yang dibatasi pada bidang 
yang jauh lebih spirital, yaitu suatu 
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bidang yang lazim diterima sesuai 
dengan ukuran kelompoknya. 
Dengan demikian, 
perkembangan moral dipahami sebagai 
suatu internalisasi langsung norma-
norma budaya eksternal. Anak yang 
sedang tumbuh dan berkembang dapat 
dilatih untuk berperilaku dengan cara 
sedemikian rupa sehingga ia dapat 
menyesuaikan diri dengan berbagai 
aturan dan nilai-nilai yang ada dalam 
masyarakatnya. Aturan dan nilai-nilai di 
masyarakat tentunya nilai-nilai universal 
dan nilai-nilai lokal yang baik, yakni 
nilai lokal yang tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai universal, sedangkan 
nilai-nilai negatif misalnya radikalisme 
harus dilakukan tindakan pencegahan 
sehingga tidak terjadi di lingkungan 
masyarakat, karena nilai radikalisme itu 
bertentangan dengan nilai universal dan 
nilai lokal. 
Pertimbangan moral adalah 
penilaian mengenai benar dan baiknya 
sebuah tindakan. Akan tetapi, tidak 
semua penilaian mengenai baik dan 
benar merupakan pertimbangan moral. 
Banyak di antara tindakan yang justru 
merupakan penilaian terhadap kebaikan 
atau kebenaran, estetis, teknologis atau 
bijak. Berbeda dengan penilaian 
terhadap kebijakan atau estetika, 
penilaian moral cenderung bersifat 
universal, inklusif, konsisten, dan 
didasarkan pada alasan-alasan yang 
objektif, impersonal, atau ideal. Struktur 
pertimbangan moral ditetapkan 
berdasarkan pada apa yang didapatkan 
seseorang sebagai sesuatu yang berharga 
pada setiap isu-isu moral dan bagaimana 
ia mampu memilih dan menetapkan 
nilai-nilai dengan disertai alasan 
mengapa seseorang memilih dan 
menetapkan bahwa sesuatu itu berharga. 
Hal ini merupakan penentu struktur 
tingkat pertimbangan moral seseorang, 
yang sekaligus menentukan keputusan 
moral atau perilaku moral. 
 
b. Pendidikan Nilai Moral 
Pendidikan nilai moral adalah 
pendidikan yang berusaha 
mengembangkan komponen-komponen 
integrasi pribadi. Integrasi pribadi dapat 
dilukiskan sekurang-kurangnya dengan 
empat gambaran kepribadian. Menurut 
John P. Miller (1976: 5), gambaran 
kepribadian menunjukkan beberapa 
karakteristik. 
Pertama, pribadi yang terintegrasikan 
selalu melakukan pertumbuhan dan 
perkembangan. Maksudnya, ia 
memandang hidupnya sebagai suatu 
proses menjadi dan berusaha memilih 
pengalaman-pengalaman yang 
mengakibatkan perkembangan tersebut. 
Oleh karenanya, ia berani menanggung 
resiko dan menghadapi konflik, selagi ia 
tahu bahwa tanpa resiko itu 
perkembangannya tertahan. Dengan kata 
lain, ia memiliki kesadaran terhadap 
perubahan perkembangan yang mesti 
dialami.  
Kedua, pribadi yang terintegrasikan 
memiliki kesadaran akan jati dirinya dan 
identitasnya. Dia dapat mengenal dan 
menjelaskan nilai-nilai dan keyakinan 
yang ia percayai dan menegaskannya 
secara terbuka, sejauh nilai-nilai  itu 
menjadi kesatuan dengan jati dirinya. 
Walaupun ia memiliki kepekaan 
terhadap kebutuhan-kebutuhan orang 
lain, jati diri atau identitas yang telah ia 
kembangkan adalah miliknya dan tidak 
disandarkan pada harapan orang lain 
atas dirinya. Jati diri yang ia miliki 
terbentuk dari proses kesadaran memilih 
dan keteguhan hatinya. 
Ketiga, pribadi yang terintegrasikan 
senantiasa terbuka dan peka terhadap 
kebutuhan orang lain. Dia tidak 
memutuskan diri dari orang-orang dan 
dia dapat mengkomunikasikan rasa 
empatinya secara jelas terhadap orang 
lain. Dia secara efektif dapat berfungsi 
dalam suatu situasi kelompok. Keempat, 
pribadi yang terintegrasikan 
menggambarkan suatu kebulatan 
kesadaran. Dia merasakan suatu 
keseimbangan antara hati dan 
pikirannya. 
Pendidikan nilai merupakan 
bagian dari pendidikan afeksi karena 
aspek sistem nilai merupakan salah satu 
bagian dari aspek afeksi. Selengkapnya, 
aspek afektif meliputi harga diri, minat, 
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motivasi, sikap, sistem nilai, dan 
keyakinan (Darmiyati Zuchdi, 1997: 5). 
Ada beberapa model pendidikan 
afektif (nilai) yang dapat 
dipertimbangkan. Sekurang-kurangnya, 
ada tujuh belas model. Setiap model 
mem-punyai tujuan yang berbeda. 
Berdasarkan arah atau orientasinya, 
sejumlah model dapat digolongkan 
dalam satu rumpun. Tujuh belas model 
pembelajaran afektif ang ada dapat 
dikelompokkan ke dalam empat buah 
rumpun dengan sifat penggolongan yang 
tidak ketat. Empat buah rumpun model 
pendidilan afektif itu adalah (i) model-
model perkembangan (developmental 
models), (ii) model-model pengenalan 
diri (selfconceps models), (iii) model-
model kepekaan dan kecenderungan-
kelompok (sensitivity and group-
orientation models), dan (iv) model-
model perluasan kesadaran 
(consciousness-expansion models. 
Model pendidikan afektif yang 
dipandang relevan dengan pendidikan 
nilai adalah model komunikasi, model 
kepekaan perhatian, model analisis 
transaksional, model membangun 
hubungan manusiawi, dan model 
kejiwaan sosial. Setiap model 
pembelajaran itu harus memenuhi 
kerangka kerja yang meliputi arah teori, 
penerapan kelas, peranan guru, 
kelayakan model, dan lingkungan 
belajar. Dengan demikian, tugas guru 
adalah memilih model yang paling 
efektif untuk suatu lingkungan tertentu. 
Pada waktu memilih model, 
guru harus memperhatikan dua hal. 
Pertama,model itu harus memenuhi 
tujuan dan kepentingan guru, misalnya 
apabila kepentingan untuk memudahkan 
terbentuknya jati diri yang positif, yang 
dipilih ialah salah satu di antara model-
model yang tergolong dalam rumpun 
pengenalan diri (self-concept). Kedua, 
model itu harus disesuaikan dengan 
keadaan struktur yang dapat dihadapi 
oleh murid. Beberapa murid 
memerlukan lingkungan dengan struktur 
yang ketat dan dapat mengarahkan 
mereka, sedangkan beberapa murid yang 
lain lebih cocok dengan situasi yang 
lebih longgar. 
 
c. Pendekatan Pendidikan Nilai 
Moral  
  Pendekatan komprehensif 
pendidikan nilai menurut Kirschenbaum 
dalam Darmiyati Zuchdi, 2008: 36-37) 
meliputi pendekatan 1) inculcating, yaitu 
menanamkan nilai dan moralitas, 2) 
modelling, yaitu meneladankan nilai dan 
moralitas, 3) facilitating, yaitu 
memudahkan perkembangan nilai dan 
moral, dan 4) skill development, yaitu 
pengembangan keterampilan untuk 
mencapai kehidupan pribadi yang 
tentram dan kehidupan sosial yang 
kondusif. Pendekatan dapat dipilih 
sesuai dengan banyaknya nilai yang 
dipilih untuk ditanamkan dan 
dikembangkan. 
  Demikian pula, banyak sumber 
pengembangan nilai-nilai dan banyak 
pula faktor lain yang membatasinya. Di 
sisi lain, keseluruhan kurikulum sekolah 
berfungsi sebagai suatu sumber penting 
pendidikan nilai. Aktivitas dan praktik 
yang demokratis di sekolah merupakan 
faktor efektif yang mendukung 
keberhasilan pendidikan nilai, di 
samping kesediaan peserta didik itu 
sendiri. Peserta didik tidak dapat 
terlepas dari pengaruh apa yang 
dilakukan para guru mereka yang 
berkenaan dengan pendidikan nilai di 
sekolah, baik dengan metode langsung 
maupun tidak langsung. Nilai-nilai itu 
dapat diterima peserta didik melalui 
kedua metode tersebut, baik yang sudah 
dirancang dalam kurikulum maupun 
nilai yang terkandung di dalam 
kurikulum sebagai hiddent curriculum. 
  Yang ditekankan dalam 
pendidikan nilai adalah keseluruhan 
proses pendidikan nilai yang sangat 
kompleks dan menyeluruh yang 
melibatkan cakupan yang luas dan 
beragam variasi yang dialami. Oleh 
karena itu, pendidikan nilai tidak dapat 
disajikan hanya oleh seorang guru atau 
hanya dalam satu pelajaran, tetapi 
diperlukan format yang beragam dari 
berbagai pelajaran yang 
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1,  No. 1, Juli 2016 
ISSN 2527-7057 
7 
 
mengintegrasikan secara sendiri-sendiri 
atau dengan kombinasi. 
 
d. Metode dan Teknik Pendidikan 
Nilai Moral 
Untuk mengaplikasikan konsep 
pendidikan nilai tersebut di atas, 
diperlukan beberapa metode, baik 
metode langsung maupun tidak 
langsung. Metode langsung mulai 
dengan penentuan perilaku yang dinilai 
baik sebagai upaya indoktrinasi berbagai 
ajaran. Caranya dengan memusatkan 
perhatian secara langsung pada ajaran 
melalui mendiskusikan, 
mengilustrasikan, menghafalkan, dan 
mengucapkannya. Metode tidak 
langsung tidak dimulai dengan 
menentukan perilaku yang diinginkan, 
tetapi dengan menciptakan situasi yang 
memungkinkan perilaku yang baik dapat 
dipraktikkan. Keseluruhan pengalaman 
di sekolah dimanfaatkan untuk 
mengembangkan perilaku yang baik. 
Dengan penerapan metode 
langsung dimungkinkan nilai-nilai yang 
diindoktrinasi dapat diserap peserta 
didik, bahkan dihafal di luar kepala, 
tetapi tidak terinternalisasikan, apalagi 
teramalkan. Kemungkinan kedua, nilai-
nilai tersebut diterapkan dalam 
kehidupan, tetapi berkat pengawasan 
pihak penguasa bukan atas kesadaran 
diri peserta didik. Dalam hal ini, nilai 
moral yang pelaksananya seharusnya 
bersifat suka rela (voluntary action) 
berubah menjadi nilai hukum yang 
dalam segala aspeknya memerlukan 
pranata hukum. 
Di samping itu, pendidikan nilai 
moral dapat diselenggarakan dengan 
menggunakan (i) metode dogmatis, (ii) 
metode deduktif, (iii) metode induktif, 
atau (iv) metode reflektif (Muhadjir, 
1988:161). Masing-masing metode itu 
dapat dijelaskan secara singkat sebagai 
berikut : 
 Metode dogmatik adalah metode 
untuk mengajarkan nilai kepada 
peserta didik dengan jalan 
menyajikan nilai-nilai kebaikan dan 
kebenaran yang harus diterima apa 
adanya tanpa mempersoalkan 
hakikat kebaikan dan kebenaran itu 
sendiri. 
 Metode deduktif adalah cara 
menyajikan nilai-nilai kebenaran 
(keutuhan dan kemanusiaan) dengan 
jalan menguraikan konsep tentang 
kebenaran itu agar dipahami oleh 
peserta didik. Metode ini bertolak 
dari kebenaran sebagai teori atau 
konsep yang memiliki nilai-nilai 
baik, selanjutnya ditarik beberapa 
contoh kasus terapan dalam 
kehidupan sehari-hari di masyarakat, 
atau ditarik ke dalam nilai-nilai lain 
yang lebih khusus atau sempit ruang 
lingkupnya. 
 Metode induktif adalah sebagai 
kebalikan dari metode deduktif, 
yakni dalam membelajarkan nilai 
dimulai dengan mengenalkan kasus-
kasus dalam kehidupan sehari-hari, 
kemudian ditarik maknanya secara 
hakiki tentang nilai-nilai kebenaran 
yang berada dalam kehidupan 
tersebut. 
 Metode reflektif merupakan 
gabungan dari penggunaan metode 
deduktif dan induktif, yakni 
membelajarkan nilai dengan jalan 
mondar-mandir antara memberikan 
konsep secara umum tentang nilai-
nilai kebenaran, kemudian 
melihatnya dalam kasus-kasus 
kehidupan sehari-hari, atau dari 
melihat kasus-kasus sehari-hari 
dikembalikan kepada konsep 
teoretiknya secara umum. 
Berbagai metode tersebut 
selanjutnya perlu dikembangkan secara 
rinci ke dalam teknik atau prosedur 
pembelajaran. Teknik pendidikan nilai 
moral yang berorientasi pada nilai (afek) 
ada bermacam-macam, di antaranya 
ialah (i) teknik indoktrinasi, (ii) teknik 
moral reasoning, (iii) teknik meramalkan 
konsekuensi, (iv) teknik klarifikasi, dan 
(v) teknik internalisasi (Muhadjir, 1988: 
199). 
Berikut ini sekedar contoh 
implementasi pendidikan nilai. Contoh 
(i) berkenaan dengan keteladanan. 
Pengimplementasian pendidikan nilai 
kepada peserta didik memerlukan 
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adanya kesadaran para pendidik agar 
senantiasa menjadi contoh bagi peserta 
didik agar tidak bersikap mendua. 
Misalnya, jika peserta didik dituntut 
berperilaku jujur, berucap dengan 
upacan yang baik, konsekuensinya para 
pendidik dituntut berperilaku jujur, tidak 
mengajarkan kebohongan, dan bertutur 
kata yang baik. Contoh (ii) berkenaan 
dengan pernyataan bahwa jika si 
pendidik menginginkan peserta didik 
menghormati hukum, si pendidik harus 
selalu mematuhi peraturan dan hukum 
yang berlaku. Perlu disadari bahwa 
setiap ucapan dan perilaku pendidik 
(orang tua dan guru) sangat 
mempengaruhi karakter peserta didik. 
Sebagai konsekuensinya, para 
pendidik (orang tua, guru, dan para 
pembimbing) harus konsisten dalam 
berperilaku moral karena peserta didik 
tumbuh dan berkembang mengikuti 
model perilaku para pendidik. Mereka 
akan melakukan apa yang dilakukan dan 
dikatakan oleh si pendidik. Para 
pendidik hendaknya selalu memeli hara 
nilai diajarkan dan konsisten dalam 
berperilaku.  
 
PENUTUP 
Perlunya implementasi 
pendidikan nilai moral kepada semua, 
baik itu kepada peserta didik atau 
pendidik ( guru dan orang tua). Dengan 
pendidikan nilai moral bisa 
menyelesaikan masalah dan isu-isu 
global seperti pelanggaran hak-hak asasi 
manusia (HAM), fenomena kekerasan, 
dan penyalahgunaan narkotika yang 
selama ini menjadi masalah dan isu yang 
utama diseluruh dunia termasuk di 
negara Indonesia ini. 
Terutama negara Indonesia 
harus terus menerus dilakukan kajian, 
diskusi, dialog tentang isu-isu berkaitan 
dengan nilai moral sebagai bangsa yang 
besar meskipun dilatar belakangi 
berbagai macam etnik didalamnya. 
Rumusan yang lebih jelas dan tegas 
dapat dijadikan panduan untuk 
membangun sebuah Indonesia yang 
bernilai moral, sebelum dilanda terpaan 
gelombang globalisasi dimasa 
mendatang, sehingga nilai moral akan 
nyata terwujud. 
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